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BUPATI MUSI BANYUASIN
PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN

NOMOR #&4  TAHUN 2007

TESTANG

PESMBLURAAN SERGLAILNEGERI TAHUN PELAJARAN 2007/2008.
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RUPATI MUSI BANYUASIN,

bafwa uniuk menunjang pelaksanaan wajib belajar Pendidikan
Diagar § tafun dan meningkatkan daya tampung bapi lulusan
solah Dasar  (SDVMadrasah  Ibtidaiyah  (MI), Sekolah
snenpah Periama (SMP) Madrasah Tsanawiyah (MTs). per'u
—einkukan  pembukaan  Sekolah Negeri Tabun Pelajaran

Lafwyn berdacarian pertimbangan schagaimana dimaksud dalam
humi @ periu menciapkan Perawran Dupati Must Banyvuasin
:zmiang Pembukaan S=kolah Negeri Tahun Peiajaran 2007/2008.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembenukan
Daerah Tingkat 1l ¢an Kowpraja di Sumatera Selatan (Lembaran
Nepzra Republik Indenesia T ahun 1939 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
indanz-undang Meomor 20 Tahun 2003 lentang  Sistem
Pendidikan Nasionnl (Lembaran M-gara Republik indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesin Nomor 4301 );

Uindang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indoneisa Tahun 2004 Nomer 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia 4389);

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Dacrzk (Lembasan Negara Republik Indonesin Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Nepara Republik Indonesia
Nemor 4437y 3

Perturan Pemerintah Nomor 29 Tabun 1990 tentang Pendiditan
“enengah (Lembaran Negara Repudlik Indopesia Tahur 2000
“omor 54, Tambahan Lembaran Negsra Republik Indonesia
Yomar 34130

Peraturan  Pemerintah Nomor 25 Tahen 2000 tentang
Keowenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagni
Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tehun
2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Reaublik
Indonesia Nomor 3952);

Peraturan Pemerintah Nomor § Tahun 2003 tenteng Pecoman
Orpanisasi  Perangkat Daersh (Lembaran Negara Repulik
Indonesia Tahun 2003 Nomer 14, Tambahan Lembaran Megara
Republix Indonesia Nomor 4262);

Peraturan dacrah Kahupaten Musi Banyuasin Nomor 17 Tahun
2000 1eniang Kewcnangan Pemerintah  Kabupaten Musi
Banvuasin (Lembaran Dacrah Kabupaten Musi Banwuasin
Tzhun 2000 Nomeor 22).




Menctapkan

MEMUTUSKAN

PERATURAN BUPATI MUST BANYUASIN TENTANG
PEMBUKAAN SEKOLAIl NEGERI TAHUN PELAJARAN
200572008,

BAR 1
KETENTUAN UMUM
I"azal |

Dalam Peraturan ini vang dimaksud dengan

1. Dacrah adalah Kabupaten Musi Banyuasin:

3 Pemerintah dacrah acalah Bupati dan Peranghat Dacrah sebagai
umsur penvelengganan pemerintah daerah:

3. fupati adalah Dapati Musi Panviasing

3. Deseniralisasi adalah Penyerahan Wewenany Pemerintah cleh °
Pemerintah Republik Indoncsia kepada Dacrah Otonom dalan
kerangka NKRI

¢ (ipnomi Dacrah adalah Kewenangan Daerahh Otonom untuk
mengatur  dan mengurus kepenlingan masyarakat setempat
menurit prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyrakat sesuai
¢enpan Peraturan Perundang-undangan;

4 Dimas Dacrah adalch Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten
Musi Banvuaxing

= Cahang Dinas adalah Cobang Dinas Perdidikan Nasional
% ccamaizn dalam Kabupaten Musi Banyuasing

5 T, SD. SDLB, SMP, SMPLB. SMA, dan SMK Negeri adalah
T, SD. SDI.A, SMP, SMPLE, SMA dan SMK Negeri dalam
Labupaten Musi Ranyeasin

RAl I
PEMBLKRAAN SEKOLANI NEGERI
Paeal 2

(13 Membuka SMA Negeri 3 Babat Toman di Desa Rantau Panjang
Kesamatan Bahat Toman Kabupaten Musi Banyvasin:

(23 Bapan Orpanisaei Sckolah sebagaimana dimnksud pada avat (1}

serzanium dalam lnmpiran Pemturan inL

Masal

Dengan memperhatikan Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor
“£2% Tahun 2006 tangpal 27 Juli 2006 tentang Perubahan Nama
Scanlah Dasar Negeri dolam Kabupatea Musi Banyuasin sera
dengan brslacunys Peraturan ini. jumlak sekoiah yang berada di 1]
% cenmatan dalnm Kabupmen Must Hanyussan |

. TX Nezer 3 Nuah
:. SD Negeri 396 Buah
3. sBLh Nesvri 1 Bunh
<. SMP Neperi 59 Buah
ol H W ML Negen ! Muah
£, SR Weper 19 [huah

wNIE feepets T Nuah



BAB 111 .
KETENTUAN PENUTUD
Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang memenuhinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan ini dengan pencmpatannya dalam Berita Daerah
Kzbupaten Musi Banvuasin.

Ditetapkan di Sekavu
paca tangual /7 Juli 2007
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BUPATI MUSI BANYUASIN ‘

KEPUTUSAN BUPATI MUSI BANYUASIN
NOMOR ©LL TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN NAMA SMP, SMA DAN SMK NEGICIKT
DALAM KABUPATEN MUSI BANYUASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN
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bahwa dengan berlakunya PPeraturan Daerah Kabuputen
Musi Danyussin Nomor 12 Tahun 2010 tentang
Pembentukan 3 (tiga) Kecamatan di  Wilayah
Kabupaten Musi Banyuasin, perlu dilakukan perubalan
nama SMP, SMA dan SMK Negeri di wilayah
Keeamatan ;

bahwa perubahan namo-nima Sekoluh  sebagaimuna
yang dimaksud pada hurul' o guna mempermudah
edministrasi dan pembinsan  Sckolah-Sckolah  di
wilayah kecamatan pemekaran @

bahwa berdasarkan pertimbanpan hurul a dan b tersebut
c¢i atas, perlu menetapkan Keputusan Bupali Musi
Banyuasin tentang Perubuhan Nama SMP, SMA dan

SMK Negeri Dalam Kabupaten Musi Banyuasin.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 lentang
Pembentukan Daersh Tingkal || dun Kota praja di
Propinsi Sumatera Selatan (l.embaran Negara Republik
Indenesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 1821) ;

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan  Nasional (Lembaran Negera Republik
Indonesia Tahun 2003 Namor 78, Tambahaa Lembaran
Negara Nomor 4301) ;

Undang-Undang -Nemor 10 Tahun 2004 lentang
Pembentukan Peraturun Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomeor 53, Tambahan Lembaran Negara Republix
Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 32 Tezhun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negurn Republik
Indonesia Tahun 2004 WNomor 125, Tambahun
Lembaran Negara  Nomor 4437) sebagaimuna telah
diuvah beberapa kali terukhir dengan Undang-Undang
Momor 12 Tahun 2008 tentang Perubaban Keduo atus
Undang-Undang MNomor 32 Tahun 2004 tenumg
Pemerintah  Daerah  (Lembaran  Neparn  Republik
indonesia Tahun 2008 Nomor 59, | Tumbahan
Lembaran Negara Republik Indenesio Nomor 4844 ¢
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5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 lentang
Perimbangan Keuangen antara Pemerinitah Pusat dan
Dacroh (Lembaran Negara Republik Indonesin Talhun

2004 Nomor 126, Tambahan Leiabaran Negara Nomor
4438):

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintzhan antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah,
Ksbupaten / Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 473 7

7. Peraturan Deerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 2
Tahun 2008 - tentang Urusan Pemerintahan yang
menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Musi
Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi
Banyuasin Tahun 2008 Nomor 33):

8. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor
12 Tahun 2010 tentang  Pembentukan 3 (tign)
Kecamatan di Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin
(Lembaran Daersh Kebupaten Musi Banyuasin Tahun
2010 Nomor 67).

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN

NAMA SMP, SMA DAN SMK NEGER! DALAM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Menetapkan Keputusan Bupati Musi Banyuasin tentang
Perubahan Nama SMP, SMA dun SMK Negeri dalam
Kzbupaten Musi Banyuasin scbagaimana terlampir dalam
lampiran keputusan ini :

Dengen berlakunya keputusan ini maka keputusan Bupati
Musi Banyussin Nomor 4184 Tahun 2005 tentang
Perubshan Nama SMP. SMA den SMK Negeri dalam
Kzbupaten Musi Banyuasin dinyatakan tidak berlaku lagi

Segels biaya vong akan timbul sebagai akibat dikeluarkan
keputusan ini dibebankan pada Anggaran Dinas Pendidikan
Nasional Kobupaten Musi Banyuasin :

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan
dengan ketentuan akan dindukan perbaikan  kembali

dikemudian hari disesuaikan dengan perkembangannya.

"

Ditetapkan di Sekayu
I'ada tanggal - fanvan - 2011




